PUNCLEGAHAN DAN

Menimbuny,

Menginpat -

RUPATT HATMING
ROVINGT BALL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADURO
NOMOK 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMRRERANTASAN PENYALAHOUNAAN DAN PEREDARAN

GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

!

[

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MATTA FSA

BUPATI BADUNG,

dan peredaran  gelap Narkotika

Iwhwa  penyalehgunaan
dan  menghambatl

mengancam  kehidupan masyarakat
pembanpunan nasional mMARUpUN Daerah;

huhwa penvalahgunaan  dan peredaran gelap  Narkotika
mengkhawatirkan, sehingga periu adanya

spcdab wHnpst
masyrinkat  dibidang

Femerintah - Daciah dan

peran
pencegehien dun pemberantasan penynlahgunaan  dan
perednran gelap Narkotika dan DPrekursor Narkolika i
Naerah;

habwa berdasarikan kerentuan Pasal 3 hurul o Peratuiuan

Menteri Dalam  Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Ienlang
Pasilitasl Pencegshun dan Pembersntasan Penvalahgunaan
dan Peredaran Celap Narkotiks dan Prekursor Nenkotika,
wilnh sslu lentuk slitasi dengan penyuzunan eraturan
Dacralh  mengénai  pencegahan  dan pemberan (asan
penyalahgunaan den  peredaran  gelup  Nurkolika dan

Prekursor Narkoiiks,

bahwa berdasarkan pernmbanpgan sebapaimansa dimukacd

dalom huruf a, huryf b dan huraf o, perlu menctspkan

Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Fembiraniaaan
Markarita dan

Panyalahgunaan dan  Deredawn Oclasp
Prekuraor Narkotika,

Pazsl 16 ayal (6) Undung Undeng Dasar Negara Repubhk
jndonesa Tahun 1933

Undang-Undang Nomor 63 Tahun 1958 lenlang
Pembentukan Daerah-deerah Tingkat I Dialwto Wilsy s}
Duerah-daerah Tingkat | 8Bal, Nnsa Tenggara Darar dan
Nusa Tuepeara Dimur (Lembaran Negara Republih [ndeacsia
Tuhun 1958 Komar 122, Tambangn Lembaron Neguri

Hepublik indonesiy Rowmor 1655)

Dipindai dengan CamScanner
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1. Undany=tndang 12 Tahun 2011 Lentang, F’mubeumkgn
Peratiran Perundang undangan (Lembarit Hepara pepublik

Indonesia Tahun 2011 Nomor $2, Tambuhsn l~mbaran
Neparit Rupublilc_lmlmwafa Nomor 5234) schagaimana teinh
diubah denpAn Undang-Undung 15 Tahun 2019 tentinig
Perubahan Atas Undung Undang 12 Tahun 2011 tertang
Pembentukun Peraturan Terundang undaripan (lrmbaran
Negara Republile indonesia ‘Tahun 2019 Nomor 123,
Tambahan  Lembaran  Negir:
GaN8);

a. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Neyprn Hepublik Indoncsia
Tahun 2014 Nomer 241, Tambahan Lembwan Negara
Republik Indonesia Nomor 5597) sebugaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Namor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Kepublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lemburan
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Mentenn DalArm Nugeri Nomor 80 Tuhun 2015
tentang Pembenlukan Praduk [Tukum Dacran (Berita Hegara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) srbagalmana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri
I3alam Negeri Nomar 80 ‘(ahun 2015 tentang Pembentukan
P Hulkum Davrah (Rerita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomar 107);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019
tentang  lasilitasi Pencegahan  dan Pemberantasan
Penyalahgunaan  dan Peredaran Celap Narkotika dan
Prekursor Narkotlka (Rerila  Negara Republik Indonesia
‘fahun 2014 Nomor [95];

o

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan
BUPA'TI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menelapkan : PERATURAN  DAERAII TENTANG PENCECAHAN DAN
PEMIBKRANTASAN - PENYALATIGUNAAN LIAN  FILRICTIARAN
GELAR NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTI KA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daeral ini yang dimaksud denpate
L. Tacrah adalah Kabupaten Badung.

». Pemerintah Ducrah adalah Pemerintah Kabupaten Radung
3. Bupati adalah Bupati Badung

o
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Dewant Derwakilan  Rakyat  Daerah yang  selanjubnys
dizingkat DPRD wdulah Dewan Penwakiian Kalkvat Daeroh
Kaobupaten Dadung,

Perpngkal Davrah sdulah unsur pembanti Nupati dan
DERD dalam penyelenggaraan urusan pemerinlahan yang
menjadi kewenanpan Daverah,

Nara adalah karatian massysrakul hokutn yawag sl
batas wilayah yang Derwensng untulke mengatur - dan
menpuiis nsan pemerintahan, kepentingan rsesyseskod
wlempnt berdasarkan prakarsa masyarakat, hak aszal usul,
dan/atau hak tradisional yang chakan dan dihormnti dalam
system pemenntahan Negara Kesatunn Republik Indonesia.
Desa Adat adalah kesatuan masyarakal hukum adat di Bali
yang memilili wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak
tracdisions], hak  kekayaan  sendiri, tradisi, tata karmu
pergaulan mdup masyarakat secara turun lernuron dalam
ikatan tempat suci (kahyangan lga wlau kahyangan desa),
tugas dan kewenangan serta hak menpalur tlan mengirns
rumah tanpgganya sendiri.

Narkotikn ndulah zal alau obat yang berasal dart tanaman
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun scmisintetis,
vang dapal  menyebabkan penurunan  atau perubshan
kesadaran,  hilangnya  rass, menguiangi o sampal
menghilanglkan  rasa  nyeri, dan dapal menimbulkan
ketergantungan,

Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula ataw
bahan ldmia yang dapal dipunakan dalam pembuatan
Nurkoliki sebugaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Narkotika,

10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang

dilakukan sccara sadar dan bertanggung jawabh bertujnan
untuk  meniddakan dao/atnu menghalangm  taktor yang
menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika

11. Peredaran Gelap Narkotika dan Mrekursor Narkotika adalah

setiap kegintan slau serangkaian kegiatan yang dilakulkan
seeard (Hnpd hak AtAao melawan hukum vang ditetapkan
sehmgni linduk pidonn Narkotika dan Prekursor Narkotiks,

12, Fencegahan dan  Pemberantuwun  DPenyalahgunaan  dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekuraor Narkotika vang
selanjutnya  disingkal PAGN  adalah  upaya sistematis
berdasarkan data penyalahgunaan Narkotika yuny tepat dan
akurar, perencanaen yang «feldil dun elinien dalam vangln
menceyndt, welindungt dan menyelamatkan warga nagara

tnrt uncuwnun bahaya penvalahpunaan Narkotiks,

13, Pecandu Narkotika adalalt orang yaog menggunakan atau

menynlnhgunakan  Narkotika  dan dalam  keadean
ketergantungan pada Narkolika, hatk secara fisik maupun
pslkis.

14. Ketergantungan Narkotika adalah kawdisi yang ditandar olsh

donmmpan unluk menggunakan Narkotika  seesmw lerus
menerus  dengan takaran yanp omeningkar agar
m}cngllasilkan efek yang sama dan apabila penggunasnnya
dikurangi  dan/atau  dihenrikan  sscaru Lbae-tibig,
menimbulkan gejala fisik duu psikis yang khas.

-
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15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotilka

tanpn halc atau melawan huloum,

10. Korban Penyalahgunaan Narkotika dean Prekucsor Narkotika
adalall  asecscorang  yang  tidak  acngaja menggunakan
Narlotilka dan Frelcursor Narkotika karena dibujul,
diperdays,  ditipu,  dipakas, dan/atau dinneam  uniuk
wengguadaw Nurhotilon don Prelaursor Naslootdla,

17, Badan  Narkolika  Nasgional  Kabopuien  Badong yeng
selanjutnyn disingkat INNK adalah instansi vertikal yang
melaksanakan (upas, lunpsi dan weweonang Badan Narkoliks
Naaional di Dacrah.

18. Waijib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan
olch Pecandu Narkotika yang awdah cokup umur atuu
keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu
Narkotika vyang belum cukup umur kepada Instilusi
Penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan penpobatan
dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis.

19. Inatitusi Pencrima Wajib Lapor yang selanjutnya disinglkat
JPWL adalah pusat keschatan maryarsksl, rurmah wakit,
dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Kehabilitasi Sosial
yang ditunjuk pleh pemarintah/Pemerintah Dacrah,

20, Rehabilitagi Medis sdalah sualu proses kegintan pengolslan
secara terpadu untuk membebagkan Pecandu Narkotika dari
Ketergantungan Narlcotila.

21. Kehabilitasi Sosial adalah suatu proges kegiatan pemilihan

secara terpadu, baik fisik, meniAl, mEopon gosisl, spEr

bekas I'ecandu Narkotika, dapat kembali melakssanakan
fungei sosial dalam kchidupan masyarakal,

Pased rehabilitagi adadlah labAapan Tanjulan bagi Penyalah

Guna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkolika

selelall menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

yang mergpakan bapian  (erinteprasi  dalam rangkainn
rehabililsasi,

23. Asesmen adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis dun
merumuskan  masalab, kehlahan,  polensi dan sumber
vang melipuli aspek lisik, psikls, sosial, spiritual dan
hudaya,

Peawal 2

(1) Maksud diteiapkannya Peraturan Dacrah ini schuagai
pedomen dun/atun s duliun pelalanaan PACGN

(¥) Tujuan ditataplkannys lersturan Dacrsh ind melipulds
a. mendorong  don membungun  partisipasi  masyarakat
untuk berperan akul dalam upaya pelaksanaan program
P4GN;
b, muneepsh masyarakat agar tidak terlibar dalam kegintan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narlotilka dan

Mrekursor Narkoiiksg
¢. melindungi seluruh masyarakat dari ancaman risiko
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika; dan
d. mewyjudkan kerjz  sama  dengan  instansi/lembaga

terkail guna memperlancar pelaksanaan P4GN;
—‘:-ﬁ/
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Pagal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
a. pelaksanaan;

Pencegahan dan pemberanlasun;
antisipasi dini;

PONMUIRILIIUL,

rehabilltog,

peran seIta masyarakal;

Rerja sama,;

pembinaan dan pengawasan;
pendanaan;

penghargaan; dan

sanksi.

TR e an o

BAB I
PELAKSANAAN

Pasal 4

{1} Bupal melakukan PAGN.

(2) Pelaksanaan PAGN schagaimana dimaksad pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan bidang kesatuan bangss dan palitik,

(3) Perangkat Naerah yang melaksanakan urusan pemerintahan
hidang kesaluan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) melalulean lkoordinasi dengan Peranghksai
Daerah  dan  lembaga/instansi  vertkal (erkait, serto

pemerinlah Desq,

Pasal 5
(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan P4GN;

a. Uupati menyusun rencana aksl Daeralh di  ungkat
Daciahy dan

b. Camat menyusun rencana akai Daernh di  tingkat
kecamAtan yang dilaksanakan setiap tahun,

{2) Rencana akai Dacrah i tingkal Daceah dan di tingkal
kecamalan  sebgpimann dimakesud  pada  ayat (1),
disampaikan kepada Menteri melalui Dircklorat Jendersl
Politik dan I'emerintahan Umum.

(3) Penywupuwivy rencann el Duerull di Unghkaet kecumslan
sehuginuny dimeksud padue wyal (2), dissmpaikan kepads
Rupati melalui Perangkat Daerah yvang melaksanakan
urasAn peierintahan bidang kesatuan bangsys dan politik,

(4) Rencana aksi Dacrah schagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman dengan ketentuan Peraturan Perundang-
umlangan,

=t
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Paral 6

Bupatl membentuk tim  lerpadu  di  tingkat Dacrah dan
lcecamatan untnk meningkatiian pelaksanaan PaCiN.

Puod 7

(1) Tim terpadu di tingkal Dacrah schagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 berfugas .

a. menyusun  rencana aksi  Dacrab  Pencegahan  dan
Pamberantasan Penyalahgunaan dan Pereduran Gelap
Narkotilkn dan Prekursor Narkotiksa;

b. menpgoordinasikan, mengarahkan, mengepndalikan dan
mengawasi pelaksurisan PAGN di Daerah; dan

c. menyusun laporan pelaksanaan PAGN di Daerah.

(2) Tim terpadu di tingkat Kecamatan schagaimana dirmakeud
dalam Pasal 6 herfugas :

a. menyusun rencana  akei  Dasrah Peneegahan  dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkolika dsn Prekursor Narleotika;

L. menpoordinasikan, mengarahkan, wengendalikan  dan
mengawasi pelaksanaan P4CN di keeamatan; dan

¢ menyusun laporan pelaksanaan 4GN di kecamatan,

(3) Pembentukan (im lerpadu PAGN sebagaimana dimaksud
dialarn Pasal 0 ditetapkan dengan Keputusan Eupati,

BAB Il
PENCEGAHAN DAN PEMBICRANTASAN

Pasal 8

Pencepahan dalam rangka PAGN dilakiukan melalui kegiatan

a. punlalaan dan pemetaan potensi Penyalahpunaan  dan
Peredaran Gelap Narkoliks dan Prekursor Narkotika:

b, perencanaan tindakan PAGN;

¢. pembangunan sistem intormasi dan komunikasi P4QN; dan

d. pelaksanaan sosiulisusi dan edulkasi bahuaya
Punyalahgunaan Narkotika dan Percdaran Gelap Narlotika
dian Prekarsor Narkoliks,

Pasal

(1) Pendaiaan dan pomctaan  potenst envalshpansasn  dnn
Peredaran  Gelap  Nurkolike  dan Pralkursor  Narkotika,
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 8 hurut a, dilnkukan
terhadap tempal/lokasl rawan dan rentan Penyalahgunaan

dan Peredaran Celap Narkotika dan Prekursor Narkotika
di Daerah.

(2) Perencanann tindakan P4GN sebagaimana dimaksud dalam
agal 8 hurnf b, dilaksunukan depgan eara merumuskan
kebijukian terkail denpgan tindalian FAGN di Dacrah.
_,4-"!’*';
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(3) Pembanguanan  aistent intormasl dan kogwgnikasl  PAGHN

("

(5

sehapaimang dirngkeud dalam Pasal 8 hoead o, ditahotbor
dengan cara membangun oarana dan prasarana leomunliaanal
dan informatika, dan mengumpulkan  data  informasi
mengenni bahaya Penyalahgunaan dan Peredaraan Gelap
Natkotika dan Prekursor Nakotika,

Dalnm  rangkn  melnkannnkan  pembangunon aistern
informasi dan komunikasi PAAN  scbhagadmansg dimsksud
pada avat (3), Bupati dapat membentuk Musat Layanan
Informast FAGN.

Pelakusanaun sosinlinaui dun edukani hiahizy s
Penvalahigunuan Nuwrkotika dan Perediazon Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika, sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 8 hural d, dilukukan denpan carn penyvebaloasian
informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,

Pasal 10

Sasaran pelaksanaan sosialisaei  dan  edukasi  bahaya
Penvalahpunaan Narkotika dan Perccdaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(5), dilakukan {erhadap

H

: c

SR Mo as

e T s

sHl Ao pendidikan,
Perangkal Daerah;

Meun:

Dean Adnt;

organisasl keagamaan,
orpanisasi sosial kemasyarakatan;
lembaga swadaya masyarakat,
orpanisasi profesi;

penyedia jasa parivisata,
perusahaan swasta; dan/atau
keluarga.

Paanl 11

Pelaksonaon sosalisast dan edukasi bahaya Penyalahpunaan
Narkolika  dan Percdaran Gelap  Narkotika  dan Prekuraor
Narkotika, sshapaimana dimaksud  dalam Pasal 9 ayal (5)
melalul kegiatan @

d.

-

FRSaano

.""':""‘"'"

II1.

geminar;

lokakarya;

warkshap;

kegiatan keagamaan:

penvuluharn;

pagelaran, festival scni dan budaya;

outbond scperd jambore, perkemahan, dan napak filas;
perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta
lagu;

pemberdayann masyarakat;

pelatilian imnsyniukal,

karya tulis ilmiah;

disemingsi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
bentuk kepiatan lain yang sejalan dengan aksi PAGN.

oV
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Paant 11

Petidemmtt sondalioad thae ool Timhinyn Penyedahganasn
Navkotiien  dan Poredacan Qolap Nackollkn dan Prekursor
Narkotika,  wsebaedmann dimmbisud dadnm - Pasad - 1]
ditakeanakan ol vangkn maningkntknn pemahaman  dan
penpelabian gert wawawin mengemd iy Penyalahigunian
Nackotika dan Prekursor Narkotika, serta ancoman terhadnp
pelaku tnednk pldann Navkotika dan Prakarsor Nevkotika,

ALY
ANTISIPAST DINI

Ragyian Konadu
Umum

Duwnnl 13

Antisipasi dini dalam rangka PAGN dilnlanian malalul lagiatan .
A, palaksanaan (ex urine Nackotikeg dan
b, pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika,

Rapian Kedud
I'es Urine Narlotiln

Manl 14

(1) Pelaksanasn (es wrine Nankolikee sebmpgnionnn dingaksod
dadam Pasal 13 hurul a, dilakukan oleh petugas tes urine
LNNK atnu pada [nboratorium yang ditunjuic dari Manterl
urusan pemerintahan bidang lkesehatan.

(2) Pemerintah - Daarah  dapat  maemiugilitagi - permohonan
pelaksanaan tes urine Narkotika kepada Kepala UNNK.

(3) Fasilitasi permohonan rag wrine Narkotlka  sehapaimana
dimaksud pada ayat (2) dnpnt barasal dari:

. linglkungan kerja pemerintah/Pemaerintah Dacrah,

. lingkungan lkerjn awnata;

¢. lingkungan masyarnknt; dan

d. lingkunpan pendidikan formal dan informal,

fo gl =

() Pemerintah  Doaerah  dolam  memtfaoiitas:  permohonan
schapsimang dimaksud pada ayal (3) harus menyediakan
(enagia pengawas internal, dan sarana tes urine Narkotilen

vang ditetapkan oleh BNNK,

Puuul 15
Tata corn permoehonan don pelaksanaonn @y wrine Narkolikn

dilaksanakan  sesuad  ketentuan Peraturan Perundung-
undangan,

Masal 16

Pelakasnnan (es wrire: Narkolika schagaimanea dimaksad dulam
Pasal 13 huruf a, dilaksanakan seliap 6 (enam) bulan, atau
sewnletu waktu  sesuni  dengan  kebutuhan  dengan  tetap

memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, W

Dipindai dengan CamScanner



Bagian Ketiga
Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika

Piasal 17

(1) Pemerintah Daeran dalam melibatkan satuan tugas relawan
anti Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf
b, berkoordinasi dengan Kepala BNNK.

(2) Pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dalam fungsi sebagai :

a. penyuluh masvarakat;
b. inisiator;
c. motivator; dan/atau
d. fasilitator.
HAB V
PENANGANAN
Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan pengobatan
dan/atau perawatan dalam PAGN.

(2} Pelayanan pengobatan dan/atau perawatan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1] melalui Rehabilitasi Medis dan
Rehabilitasi Sosial.

(3) Pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dapat diberikan
setelah melalui prosedur Wajib Lapor pada IPWL.

Pasal 19

(1) Wajib Lapor sebaganimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3)
dilakukan oleh:
a. orang tua ataa wali Pecandu Narkotika dan Korban
Penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur; dan
b. Pecandu Narkeotika dan Korban Penyalahgunaan
Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.

(2) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
yang sudah cukup umur atau keluarganya dan orang tua
atau wali dari Pecandu Narkotika dan Korban
Penyalahgunaan Narkotika yvang belum cukup umur wajib
melaporkan kepada IPWL, guna mendapatkan pengobatan
dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan
Rehabilitasi Sosial.

(3) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) terdiri
dari :
a. pusat kesehatan masyarakat;
b. rumah sakit Dazrah;
c. rumah sakit swasta; dan/atau
d. lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial,
yang ditetapkan olch Menteri urusan pemerintahan sesuai

kewenangannya.
-
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(1)

(2)

(3)

(4)

[ [1]

Pasal 20

Peeandu Narkotika yang telah melalesanalean Wajily Lapor
harus melaksanakan Rehabhilitasl Medis dun Rehabilitasi
Snsial sesund rencana rehabilitasi yang lelsh ditetapkan oleh
IPWL..

IPWI. sebagaimana dimaksud pada ayal 1) melakukan
rangkaian  pengobatan  dan/atau perawatan  guna
kepentingan pemulihan Pecandu  Narkotika dan Korlin
Fenyalahpunaon Narleotilen.

Dalam hal I1PWI tidak memiliki kemampuan uniuk
melakukan pengobatan dan/atau perawalan lerlentu sesuai
dengan rencana rchabilitasi atau atas permintaan Penyalah
Guna Narkotika, orang lua, dan wali atau keluarganya, 1PWI.
harus melakukan rujukan kepada instilusi lain  yang
memiliki kemampuan,

Pecandu Narkotikn yang scdang menjalani pengobistan
dan/atau perawatan di rumoh snlit dan fazilitaa pelayvanun
kesehatan lainnya, dan lembaga Rehabilitusi Media dan
Rehaubililasi Sosial, Wajib Lapor kepada IPWL,

Pecundu  Norkotikn yang aedanpg menjalani pengobatan
dan/fatau perawatan melalui (erapi  berbusis  komunitas
(therupeudic community] atau meladul pendekatan keagamian
dan tradisional letap harus melakukan Wajib Lapor kepada
MWL,

Fecandu Narkolika eebaguimona dimaloud pada ayat (4)
dan ayat (5) berkewa)iban menjalani Asesmen.

Pasal 21

Tata carn Wajih Lapor dan pelaksanaan Rehabilitasi Mualis dan
Rehabilitnsi Sosial  dilaksanuban  sesusdi denpan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(L)

Pasal 22

Pemerintah  Dacrab  dalam  melaksanakan  rehabilitns,
melakukan vinergitas program dan kegiolan pembmngunan
di Dacrah denpgan BNNK untuk mendukung don aptimahsasi
progrnn permbungunan di Dacrah khususnya dalam PIGN,

(2) Program dan kepiatan pemhangunan di Doeraly sebaguimans

dimaksud pada ayat (1) melipuii;

a. peningkatan kapasitas 1PWL, pelayanan  Rehabilitasi
Medis dan Rehabilitasi Sosial;

b. peningkatan sumber dayn manusia dalam pelaksanaan
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; dan

¢. penyedinan sarana dan prasarana rehabilifasi Peeandy

Narkotika, L

Tipindai dengan CamSoanner



DADB VI
REHABILITASI

Hapgian Keaalu
Rehabilitasi Meclis

[asal 23

(1) Rehabilitngi Medis Pecandu, Penvalali Guna dan Korban
Fenyalahgunaan  Nwekotika  dilaksanakan  di tempal
Rehabilitasi Medis yang disclenggarakan oleh Pemerintah
Daerah, BNNK atan masyarakial,

(2) Tempat Rehabilitasi Medis sebaguimana dimaksud pada ayat

(1) mehputi:

a. klinik pratama yang sudah mendapatkan peningkatan
knpusilng  sumber daya manusia milik  Pemerintah
Daerah, BNNK atau masyarakal;

b. klinik utama milik Pemnerintah Doerah atau masyarakat,
dan

c. lembaga rehnbilitasi milik Pemerintah Daerah.

(3) Rehabilitasi Medis dapal dilaksanakan melalui rawat jalan
atau rawat inap sesual pertimbangan hasil Asesmen.

(#) Penyelenggarnan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalah
Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika scbagaimeans
dimaksud padu ayul (1) sesuni ketentuan Peraturan
Perundang-undangan,

Bagian Kedua
Rehahilitasi Snsinl

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Rehabilitas: Sosl
kepadn bekas Pecandu  Nackotika, Penyalah Guna dan
Korban Penyalahgunaan Narkolika dan Prekursor Narkotika,

(2) Selain Pemerintaly Dacrah scbhagaimuna dimaksud pada avar
(1), musyaralat dapat menyclenggarakan Rehabilitasi Sosial
kepadu bekos Pecandu Narkotika, Penyaladt Guna dan
Korhan Penyalahpunaan Narkotika don Preliurasor Narlaotika,

(3) Rehabilitasi Sosial scbagaimana dimaksud pada avat (1)
dapal dilaksunukan dalam bentuk :
. motivasi dan diagnosis paikasnnial;
b purawalyan dan penpagsuhan;
o, pelatthan volkasional don pembinoan kewitsusahuun
d. bimbingan mental apintual;
¢. bimbingan fisik;
I. Dimbingan sosial dan konseling psikososial;
7. pelayanan akscsibililas,
h. bantuan dan asistensi sosial;
i. bimbingon resosialiansi;
j.  blmbingan lanjut; dan fatau
k. rujukan.

Tipindai dengan CamScanner
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Rehubilitasi - Sosial sebagaimana dimakaind pada avar (1
t'll.lpl.ll.'llilnkﬂm’ml{tul di dalun maupun dl g l.ci'nbn;'ef
Rehabilitawi  Sosinl - sesual dengan  rencann rrhn:bllit'a;i
dengan memper timbangkan hagl) peniliinn, |

Bagian Ketign
Pasca RehabiHsesi

Pusul 25

Terhadap Punyalah Guno Narkotika, 'scandu Murkotliky dan
Karban  Penyalahpunaan  Narlotlka  yang  telnl sclowai
menjalani Rehahilitasl dapat difakulin upaya
pendampingan dan penpebungan dalam raugkn pnrsiapéﬁ
kembali ke lingkungan leluargs dan magyalakal, sesuai
dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan
Perundang undangsn,

Pemerintah Daerah dapal melnksanakan sinergitas program
lceginhm dengan DNNK antuk membangun  jaringan
knqa/'layan:m guna mendukung  penpembangan rumah
damping dun pelayanan Pasva Rehahilitast melalui BNNK.

BAD VII
PIERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

Dalam  pelaksanaan  PAGN  dapat melibatkan peran  serta
masyarakat,

Pasal 277

Peran serla masyarakatl schagaimana dimaksud dulam Pasal 26
dapalt dilalkukan melalui:

"D aAan g

(1)

(2)

. konsultasi publik;

. penyampaian nspirasi;
. soslalisasi;

. aeminar;

lokakarya; dan/atau
dialoual,

HAB VI
KERJA SAMA

[rapnal U1
Panerintah Daerall dapul melakukan kerja samu Duacrah
dalam rangka pelaksanaan PAGN.

Kerja sama Dacrah sebaguimana dimaksud pada ayat (1)

melipuli :

a. kerja sama Daernh dengan daecrah lain;

b. kerja sama Daerah dengan pihak keliga; dan

¢. sinergitas antara Pemerintah Dacrah dengan pemerintall,

{(3) Kerjn sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai ketentuan Peraluran Perundang-
undangan,

Dipindai dengan CamScanner



DAH 1X
PIEMBLINAAN DAN PENGAWASAN

Paaal 29

(1} Bupnii  berkewajibun  melakennnlean  pembinnan  dun
pengawasan lerhadap Perangkat Dacrab yang melaksunakan
tugns dao [ungai progesan kegiatan oyl rangln PAON,

{2} Bupati m¢ladui  camat  mwclaksanaken  pembinoan  dan
pengawaunn penyelenpaaraeus PAGN di Desa/kelumhan,

(3) Bupati dalam melaksanaksn pembinaan dan pengawnsan
scbagalmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu
oleh Inspektoral Dacrah,

Paxal 30

(1) Pembinaan daen pengawnsan RBehabilitagi Medis sebagaimeans
dimnksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh Ferangkat
Daerah  yany, menyclenggarakan uwrosan  pemerintahan
bidang kesehatan.

(2) Pembinaam dan peugawasan Kehabilitusi Soaial sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 24 dilakaanakan oleh Peravpkal
Dacralt  yang  menyclenggarakan  urusnn  pemerintahan

bidang sosinl.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 31

Sumber  pendamaan  penyelenggaraan P4GN di Daersh

bersumber dari:

a, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan /ala

b, sumber duna lain yang auh dan tidnle mengikal sesual
kelentuan Peraluwan Perundang-undanyim,

RALS X1
PENGITARGAAN

Tagal 32

(1) Pemeriniah Daeraly daput memberikan pengluoegaan P4GN
kepada  peroranpan,  kelompok  masyarakat,  omguniss
kemagyarakatan, lembaga swadaya magyarakal dan pencgak
hukum yang dipandang telah berjasa  dolem  usaha
membantu upaya P1GN.

{2) Pemberian penghargann schagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikoordinasilkan dengan BNNK.

(3) Penghargann schagalmana dimaksud pada ayat (1) dapatl
berupa :
a, phiparm;
b. tanda jasq; dun/atau
¢. hentuk penghargaan lainnhya,

Tipindai dengan CamSoanner
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{4) Tata rara pemberian dan pengusulan exdun  Penerima
penghargian  sebagaimana  dunaksud pada ayat ({1}
dilaksanakan sesual ketentuan  Demturan  Meruzdung

undangan

MAM X1
RANKE!

Pasal 13

Pecandu Neaskotika dan Korban Penvalahpunaan Narkotika ying
sutlah eukup umur atay keluarganya dan brang s Aty wali
dari Perandy Nerkotika dan Kerhan Peralahigunaan Narkotika
yang  belum  cokup  umur  yang  melanggar  keftentuan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat {21, dikenal sanksl
wonani keteniuan Peratiran Perundang undangan

IIAR X
KETENTUAN PENLITUP

Paral 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal chundangkan

Apar wef f gy AN mengetahuinye, memenitithbiknn

pengundangan Perturun Dmesnd ind dengan penetopatanivi
debam Lombaran Daerak Mahupaten Dadung.

[wrerapkan di Mangupura
o Pacia tanggal 20 Januari 2009
" LS % I/.-
PR ty( WING,

7 )

o
i . :‘l/
C i | RYOMAN GLRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
packis anggal 20 Januari 2022
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PENJIRLASAN
ATAS
FERATURAN DAKRAH KARBUPATEN BADUNG

NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAITGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PRERURSOR NARKOTIKA

. UMUM

Narkotika di satu sisi merupakan obal alau bahan yang bermanfaatl
di bidang pengobatan atau pelayanan keschaton don pengembangan ilmu
pengetabuan, namun di sis lsin dapal pula menimbulkan ketergantungan
yang sangat merugikan apabila disalahgunakan etau digunukan tanpn
pengendalian  dan  pengawasan  yang  ketal  dan  seksama. Jika
disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan atandar pengobaton
dapal menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan
atau mesyarakal khususnya penecasi muoda, Hal ini akan lebih merugikan
jika diserial dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkolike yang
dapat mengakibatkan bahaya vang lehih besar hagi kehidupan dan nilai-
nilai budaya bangsa yang pada akhirnya okan dapal melemabikan
kelubianan nasional,

Kabupaten Badung schagai kota lintas perdagangan dan pariwisili
yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup linggi yang
membawa serta herbagni kebudaynom, sangal memungkinkon menjadi
lempal  yang  potensial  bagi  penyalahgunaan dan peredaran  gelap
Norkotika., Selain ilu, dewusy ini kasus lUodak pidang Nackotiks i
Kabupaten Badung menunjukken  kecenderungan  yang  semakin
meninglat, buik secara kuantitatil maupun kualitstil dengan korban yang
meluas, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karcha [tu diperiukan
upaya  peocepalian, penanggulangan penyalahgunaan, upaya
pemberantasan dan peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi
dan transportasi yang semakin mgju, dengan menyusun suatu regulasi,
yakni dengan menyusun  Peraturun Dueroh lentang Pencepahan dan
Penanglangan Penyalahgunnan Narkotika dan 'rekursor Narkotika, st

Tipindai dengan CamSoanner



1. PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Cukup iclas.
Pasal 2

Cukup jelas,
Passl 3

Cukup jelas.
Passl 4

Cukup jelas,
Faasal 5

Cukup jelas.
Masal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasul 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas,
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas,
Pagal 14

Culkup jelas.
Pausul 1b

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas,
Pagal 17

Cukup jelas.
Pasnl 18

Culkup jelas.
Pasal 1Y

Culkup jelas.
Pasal 20

Cukup ielas.
Pasal 21

Culeup jelas.
Posal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jeclas.
Pasal 25

Cukup jelas,
Pasal 26

Cukup jclas.

Tipindai dengan CamSoanner



Pusaul 27

Cukup jelas,
Pasal 28

Cukup jelas,
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Culkeup jelas,
Pasal 31

Culkup jelas,
Pasal 32

Cukup jelas.
Pusal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas. o

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 2

Dipindai dengan CamScanner



